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PUTUSAN
Nomor 3637 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai

berikut dalam perkara antara:
A. A. NYOMAN SURYA SUSILA, bertempat tinggal di
Banjar Baturiti Kelod, RT.000, RW 000, Kelurahan/Desa
Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi
Bali;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT BPR MITRA BALI MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur
Utama, Dewa Nyoman Artaning Dita, berkedudukan di Jalan
Raya Kapal, Banjar Muncan-Mengwi, Kabupaten Badung,
Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ni Kadek Sri Lisa
Febriyanti dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT BPR
Mitra Bali Mandiri, beralamat di Jalan Raya Kapal, Banjar
Muncan-Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tabanan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik menjalankan
kerjasamanya dengan Tergugat;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan
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melawan hukum terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan surat edaran Bank
Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR., tanggal 12 November 1998 juncto
Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 juncto Surat Edaran Bank Indonesia
(SEBI) Nomor 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 untuk suatu upaya
penyelamatan kredit hukumnya wajib dilaksanakan;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) kepada Penggugat
maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari
tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang
menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 juncto Pasal 11 ayat (2) huruf
e. Dan menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan ancaman-
ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum;

6. Memerintahkan Tergugat untuk menerima angsuran Penggugat sebesar
Rp500.000,00 per bulan;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan
ini;

Subsidair:

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq Yang Mulia Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum

yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo
et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melanggar batas kompetensi
relatif dari Pengadilan;

- Gugatan Penggugat obscuur libels;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Tabanan telah memberikan Putusan Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab.,

tanggal 10 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
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2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk
mengadili perkara tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai
dengan saat ini berjumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan
Negeri Tabanan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar
dengan Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT DPS tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2020 kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada
tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan
Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pdt/2020/PN Tab., yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, permohonan tersebut diikuti dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima
tanggal 18 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat,

2. Membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan
Nomor 266/Pdt.G/2019/PN Tab., tanggal 10 Desember 2019 yang
dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 yang pada
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Maret 2020
dan kontra memori kasasi tanggal 30 Maret 2020 dihubungkan dengan
pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar,
Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti tidak salah
menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 100-183-
35338 tanggal 8 November 2018 para pihak in casu Penggugat dan
Tergugat telah sepakat memilih domisili hukum terkait perjanjian tersebut
yakni Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa karena itu sudah tepat bahwa Pengadilan Negeri Tabanan
tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata
bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A. A. NYOMAN
SURYA SUSILA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka
Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A. A. NYOMAN
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SURYA SUSILA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Ma’arif, S.H., L.L.M.,
Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh,
S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd. ttd.
Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. Syamsul Ma’arif, S.H., L.L.M., Ph.D.
ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd.
Ayumi Susriani, S.H., M.H.
Biaya-biaya Kasasi:

TTMeterai ... Rp 6.000,00
2Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi........... Rp484.000,00

Jumlah .................. Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Ru.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001
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